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BAB II 

SISTEM KELAYAKAN PEMBIAYAAN MIKRO 

A. Urgensi Studi Kelayakan 

Saat ini hampir setiap sektor usaha yang akan didirikan, 

dikembangkan dan diperluas ataupun dilikuidasi selalu didahului 

dengan satu kegiatan yang disebut studi kelayakan. Bahkan di 

beberapa departemen/instansi pemerintah, pengusulan proyek harus 

di sertai studi kelayakan. Apalagi di sektor industri dan perdagangan 

yang lebih bersifat komersial dan padat modal. Kekeliruan dan 

kesalahan dalam menilai investasi akan menyebabkan kerugian dan 

risiko yang besar. Penilaian investasi termasukdalam studi kelayakan 

yang bertujuan untuk menghindari terjadinya keterlanjuran investasi 

yang tidak menguntungkan karena usaha yang tidak layak. 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ingin 

mengakses permodalan ke perbankan untuk mendapatkan pinjaman 

(kredit) harus disertai studi kelayakan. Bahkan pemerintah melalui 

Bank Indonesia bekerja sama dengan Komite Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi memfasilitasi terbentukya konsultan keuangan 

mitra bank yang diharapkan dapat mendampingi UMKM dalam 
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menyusun sudi kelayakan sebagai prasyarat untuk dapat mengakses 

permodalan ke perbankan.
1
 

Metode penyusunan studi kelayakan tidak ada yang baku, 

namun pada umumnya terdiri atas beberapa aspek, yaitu : 

1. Aspek pasar dan pemasaran 

2. Aspek tekis produksi dan teknologis 

3. Aspek manajemen 

4. Aspek legal dan perizinan 

5. Aspek keuangan 

Tingkat kerumitan, kedalaman, dan kompleksitas 

studi kelayakan bergantung pada objek kajian itu sendiri. 

Dalam pelaksanaannya, bentuk studi kelayakan 

disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan : untuk apa 

studi kelayakan itu dibuat. Dalam beberapa hal, bentuk 

dan sistematika penyusunan studi kelayakan sudah 

ditentukan oleh pihak yang membutuhkan dan 

berkepentingan dengan hasil studi kelayakan tersebut. 

Misalnya studi kelayakan yang di buat untuk kepentingan 

yang berkaitan dengan bank indonesia : pemerintah 

melalui bank indonesia membuat peraturan bank 

indonesia (PBI) yang berisi ketentuan-ketentuan 

                                                            
1Ahmad Subagyo, Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi, (Jakarta : PT Gramedia, 2007), hal. 3-
8. 
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perbankan, termasuk di antaranya bagaimana cara 

mendirikan bank baru, mengakuisisi, merger, membuka 

kantor baru, dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, 

pemerintah melalui mnteri pendidikan nasional 

mengeluarkan SK No. 234/U/2000 tentang pedoman 

pendirian perguruan tinggi yang berisi ketentuan bahwa 

pendirian perguruan tinggi, fakultas, dan program studi 

baru harus disertai dengan membuat studi kelayakan 

(pasal 5, ayat 3). Pemerintah daerah yang mengajukan 

usulan proyek pembangunan infrastruktur ke lembaga 

legislatif (DPRD) juga harus menyertai usulan tersebut 

dengan studi kelayakan. 

Studi kelayakan mempunyai arti penting bagi 

perkembangan dunia usaha. Beberapa proyek yang gagal 

di tengah jalan, bisnis yang berhenti beroperasi, dan 

kredit yang macet di dunia perbankan, serta kegagalan 

investasi lainnya merupakan bagian dari tidak 

diterapkannya studi kelayakan   konsisten. Secara teoritis, 

jika tiap investasi didahului studi kelayakan yang benar, 

risiko kegagalan dan kerugian dapat dikenadalikan dan 

diminimalkan sekecil mungkin. Studi kelayakan yang 

dilakukan secara benar akan menghasilakn laporan yang 
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komprehensif tentang kelayakan proyek/bisnis yang akan 

didirikan/dikembangkan/didanai dan kemungkinan-

kemingkinan risiko yang akan dihadapi/terjadi. 

Ada beberapa kutipan dan data empiris yang 

mendukung urgensi studi kelayakan, antara lain : 

a. Pernyataan seorang ulama besar Dr. Yusuf 

Qardhawidalam bukunya fiqh Prioritas, “semua 

pekerjaan yang baik mesti didahului dengan studi 

kelayakan, dan harus dipastikan 

menghasilkansesuatu yang memuaskan sebelum 

pekerjaanitu dimulai. Karena itu, mesti ada 

perencanaan sebelum melakukannya,perhitungan 

secara matematis,dan berbagai penelitian sebelum 

pekerjaan itu dilakukan. Sesungguhnya penelitian, 

perencanaan dan studi kelayakan sebelum 

kerjadilaksanakan merupakan etos kerja yang 

telah ada dalam Islam. Rasulullah SAW adalah 

orang yangpertama kali melakukan perhitungan 

secara statistik terhadap orang-orang beriman 

yang berhijrah ke Madinah al-Munawarah, dan 

kesan dari perencanaan itu begitu terasa pada 
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perjalanan hidup Beliau dalam berbagai 

bentuknya.  

b. Dalam bisnis, “kegagalan Proyek Mobnastahun 

1997 merupakancontoh yang salah dalam 

penyusunan studi kelayakan karena tidak 

memasukkan aspek politik dalam 

analisisnya.”Dipetik dari wawancara I Nyoman 

Moena. 

c. Kawasan perumahan elite bukit indah regency, 

semarang, yang longsor pada tahun 2002, ternyata 

dibangun tanpa studi kelayakan. (Kompas, selasa, 

12 februari 2002). 

d. “Studi kelayakan itu sudah selesai. Hasilnya, Riau 

Airlines layak beroperasi”, kata Asparani Rasyad, 

Asisten 11 Gubernur Pemda Riau. (Angkasa, 3 

Desember 2001, tahun XII). Pernyataan itu 

menunjukkan bahwa studi kelayakan menentukan 

layak atau tidaknya bisnis dilaksanakan. 

e. Anak perusahaan KEPCO Korea mendapatkan 

kontrak untuk melaksanakan studi kelayakan 

pembangunan PLTN di Jepara. Studi kelayakan 

ternyata sangat dibutuhkan dinegara manapun, 
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bahkan untuk menilai kelayakan pembangunan 

PLTN  di Indonesia, kita harus mendatangkan 

konsultan asing. 

f. Pembangunan jalan tol palembang-inderalaya 

sepanjang 23kilometer berbiaya Rp. 

600.000.000.000 lebih. Saat ini Pemrov Sumsel 

melalui Dinas PU Bina Marga telah 

menyelesaikan prastudi kelayakan yang 

dipersyaratkan Departemen Pemukiman dan 

prasarana wilayah (Depkimpraswil).. 

Pembangunan proyek jalan juga diperlukan studi 

kelayakan. 

Produk Studi Kelayakan, yaitu produk barang dan 

produk jasa. Sektor pertanian, sektor industri, dan 

sektor perdagangan menghasilkan produk barang, 

sedangkan sektor jasa menghasilkan produk jasa, 

antara lain angkutan, penginapan, wisata, reparasi, 

pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Analis studi 

kelayakan yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan 

studi kelayakan. Analis studi kelayakan ini bisa 

perorangan ataupun tim. 
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Alat analisis studi kelayakan yaitu teknik yang 

terdapat dalam berbagai disiplin ilmu yang digunakan 

untuk memecahkan suatu masalah, misalnya metode 

judgement, metode kausal, metode ekstrapolasi, 

metode rasio, dan sebagainya. Pada kasus pemasaran, 

misalnya untuk mengetahui kecenderungan 

permintaan atas produk tertentu di masa yang akan 

datang, dilakukan analisis trend dengan menggunakan 

alat analisis trend linear. 

Aspek studi kelayakan yaitu pokok bahasan yang 

terdapat dalam studikelayakan dan membahas secara 

spesifik dari sudut pandang disiplin ilmu tertentu. 

Dalam aspek studikelayakan kita akan menemukan 

hal-hal berikut: 

1. Aspek pasar dan pemasaran 

2. Aspek teknis produksi dan teknologis 

B. Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM 

1. Konsep Bank Syariah 

Perbankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi 

menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat 

yang memiliki peranan yang startegis untuk mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional yakni dalam rangka 
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meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi 

dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup orang 

banyak termasuk yaitu sektor usaha kecil dan menengah. 

Bank syariah sebagai salah satu solusi perbankan merupakan 

lembaga bank yang dikelola berdasarkan nilai, prinsip dan 

konsep syariah dengan falsafah dasar mencari keridhaan Allah 

untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat dengan berusaha 

untuk menjauhkan dari unsure riba yaitu unsur melipatgandakan 

secara otomatis pinjaman/simpanan hanya karena berjalannya 

waktu. Bank syariah juga memiliki folosofi kemitraan dan 

kebersamaan dalam profit dan risk mengacu pada Surat Al-

Baqarah ayat 275 dan An nisa’ Ayat 29.
2
 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah 

merupakan lembaga keangan yang usaha pokoknya memberikan 

pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran 

dan peredaran uang yang pengoperasiannya didasarkan kepada 

prinsip-prinsip syariah. Dibentuknya bank syariah bertujuan 

untuk :
3
 

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah 

secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan 

                                                            
2 Muhammad, Analisis Kekuatan, peluang, Kelemahan dan Ancaman, Cet II (Yogyakarta: 
Ekonisia, 2006), hal. 56-57 
3 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga terkait: BAMUI, 
Takafful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 
hal. 17 
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dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba 

atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung 

unsure gharar, dimana jenis-jenis usaha tersebut dilarang 

dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negative 

terhadap ekonomi umat. 

b. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan 

membuka peluang berusaha kepada pihak yang 

membutuhkan (deficit unit) yang diarahkan kepada kegiatan 

usaha produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha. 

c. Untuk membantu mengentaskan masalah kemiskinan, yang 

pada umumnya merupakan program utama dari Negara-

negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam 

pengentasan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang 

lebih menonjolkan sifat kebersamaan dan siklus usaha yang 

lengkap seperti program pengembangan modal kerja, dan 

program pengembangan usaha bersama. 

d. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah 

melalui aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan 

mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem 

bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara 

lembaga-lembaga keuangan khususnya bank dan 

menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari 
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pengaruh gejolak moneter bank dari dalm maupun luar 

negeri. 

Tugas pokok bank syariah dalam memberikan pembiayaan 

merupakan peran bank syariah sebagai lembaga intermediary 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan.
4
 

Bank syariah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut 

memegang beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:
5
 

a. Prinsip keadilan 

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi 

hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati 

bersama antara pihak bank dan nasabah. 

b. Prinsip kemitraan 

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, 

nasabah pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang 

sama dan sederajat dengan mitra usaha. 

c. Prinsip Keterbukaan 

                                                            
4 Heri Sudarso, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 18 
5 Yusak Laksamana, Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah 
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hal. 11 
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Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara 

berkesinambungan nasabah dapat mengetahui tingkat 

keamanan dana dan kualitas manajemen. 

d. Prinsip Universalitas 

Bank dalam mendukung perasionalnya tidak membeda-

bedakan suku, ras, dan golongan agama dalam masyarakat. 

e. Prinsip Kehati-hatian 

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang 

menyatakan bahwa dalm menjalankan fungsi dan kegiatan 

usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi 

dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip ini 

berperan penting sebagai pedoman dalam penyaluran 

pembiayaan. 

Secara umum fungsi bank syariah dibagi menjadi empat 

fungsi yaitu: 

1) Fungsi manajer investasi 

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik 

dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan/bagi 

hasil yang diterima oleh nasabah sangatvtergantung pada 

pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam 

mengelola dana yang dihimpunnya. 

2) Fungsi investor 
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Dalam penyaluran dana bank syariah berfungsi sebagai 

investor yaitu pemilik dana. Oleh karena itu sebagi 

pemilik dana maka akan menanamkan dananya pada 

sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang 

sangat minim. 

3) Pengelola jasa keuangan dan lalu lintas opembayaran 

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa 

keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam 

sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. 

4) Pelaksana kegiatan sosial 

Bank syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial 

untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan 

shodaqoh serta penyaluran qardhul hasan. 

Dalam kaitan fungsi bank syariah tersebut, maka salah 

satu sasaran perbankan syariah dalam pembiayaan 

produktif yaitu penyaluran dana pada sektor usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu peran bank 

syariah dalam memberikan pembiayaan tergambarkan 

dalam pembiayaan perbankan syariah baik BUS (Bank 

Umum Syariah) maupun UUS (Unit Usaha Syariah pada 

tahun 2010 telah mencapai Rp 52,6 Triliun atau porsinya 

senesar 77,1% dari seluruh pembiayaan yang diberikan 
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BUS dan UUS ke sektor usaha. Pada akhir tahun 2010, 

pertumbuhan pembiayaan bagi mikro tersebut mencapai 

lebih dari 600 ribu rekening atau porsinya mencapai 

69,3% dari total rekening pembiayaan perbankan syariah. 

Pembiayaan perbankan syariah kepada sektor UMKM 

tiap tahunnya mengalami peningkatan lebih tinggi 

dibandingkan kepada sektor non UMKM.
6
 

2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) 

Menurut Dewan M. Rahardjo, pengembangan masa depan 

dimulai dari pengembangan ekonomi rakyat atau usaha produktif 

yang berbasis masyarakat yaitu UMKM. Pelaku ekonomi rakyat 

khususnya pelaku usaha skala mikro dan kecil muncul akibat 

terdesak dan termaginalkan oleh kapitalisme dan liberalisme.
7
 

Definisi mengenai UMKM di Indonesia bervariasi baik oleh 

lembaga maupun institusi. Beberapa lembaga atau instansi 

bahkan undang-undang (UU) memberikan definisi yang berbeda-

beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam definisi tersebut 

mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga 

                                                            
6 Muzamil Misbach, “Analisis Peran Strategis Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan 
UMKM”, artikel diakses pada 2 april 2017 dari 
http://economicsjurnal.blogspot.com/2010/06/analisis-strategis-peran-bank-syariah.html. 
7 Dawan M. Rahardjo, “Mrngapa Ekonomi Rakyat Dianaktirikan, artikel diakses pada 7 
April 2011 dari http://binaswadaya.org/files/buletin-apr09.pdf. 
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kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah 

tenaga kerja yang diserap oleh kelompok perusahaan tersebut.
8
 

Badan pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM 

ditinjau dari kuantitas dan tenaga kerja. Usaha kecil merupakan 

entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 hingga 19 

orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha 

yang memiliki tenaga kerja 20 hingga 99 orang.  

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki arti sebagai 

berikut:
9
 

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

                                                            
8 Tiktik Sartika Partomo, Industri Skala Kecil di Indonesia (Jakarta: Universitas Trisakti, 
2003), hal. 13. 
9 Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, “Kriteria Usaha 
mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2008 tentang UMKM”, artikel diakses pada 9 April 2011 
http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=129. 
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besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini.Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan 

Kecil yaitu : 

a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga 

Negara Indonesia. 

b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per 

tahun. 

Sektor UMKM memeliki karakteristik positif yaitu sektor 

yang menyerap tenaga kerja yang besar.
10

 Berdasarkan data 

terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku 

usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki 

kontribusi sebesar 99% dan menyerap tenaga kerja 90,9% 

sehingga menyumbang PDB (Produksi Domestik Bruto) sebesar 

                                                            
10 Elvira Tjandrawinata, “UKM Mampu Menyerap Tenaga Kerja Besar”, artikel diakses pada 
11 April 2011 dari http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/UKM%20Mampu.pdf. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 
 

 
 

Rp 2.609 Trilliun (sekitar 55,6%) serta memberikan sumbangan 

devisa Rp 183,8 Trilliun atau sekitar 20%.
11

 

UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar 

dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup 

pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya survey yang dilakukan oleh 

Akatiga dari Asia Foundation yang menunjukkan bahwa dari 320 

UKM yang diteliti pada saat krisis moneter sebanyak 35% 

mengalami kenaikan kinerja, 12% relative stabil dan 53% 

omsetnya menurun tetapi mengalami kebangkrutan usaha.
12

 

Namun demikian keberadaan UKM di Indonesia tidak lepas 

dari berbagai masalah. Pada umumnya permasalahan yang 

dihadapi oleh sektor ini antara lain: 

a. Faktor Internal 

1) Kurangnya permodalan. Permodalan merupakan 

faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan 

suatu unit usaha. 

                                                            
11 Ali Sakti, “Peran Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM”, artikel diakses pada 
25 April 2011 dari http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2418-peran-perbankan-
syariah-dalam-pemberdayaan-umkm.html. 
12 Gampito, “Potensi Bank Syariah Merambah Sektor UKM”, artikel diakses pada 27 April 
2011 dari http://gampito.blogspot.com/2008/06/potensi-bank-syariah-merambah-
sektor.html. 
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2) Sumber daya manusia yang terbatas. Sebagian besar 

usaha mikro dan kecil tumbuh secara tradisional dan 

merupakan usaha keluarga yang turun temurun. 

Keterbatasan SDM baik dari segi pendidikan formal 

maupun pengetahuan dan ketrampilan berpengaruh 

terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga 

usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan 

optimal. Selain itu dengan keterbatasan SDM 

menyebabkan unit usaha tersebut relative sulit untuk 

mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk 

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. 

3) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi 

pasar yang rendah karena produk yang dihasilkan 

jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas 

yang kurang kompetitif. 

b. Faktor Eksternal 

1) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif disebabkan 

kebijakan pemerintah untuk menumbuh kembangkan 

UKM masih minim. 

2) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha berkaitan 

dengan kurangnya informasi berupa ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki 
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kurang berkembang dan kurang mendukung 

kemajuan usahanya sebagaimana yang ada, produk 

bersifat lifetime pendek. Sebagian besar produk 

industry mikro memiliki cirri atau karakteristik 

sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan 

lifetime yang pendek. 

3) Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk 

yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara 

kompetitif baik di pasar nasional maupun 

internasional. 

4) Implikasi perdagangan bebas sebagaimana diketahui 

bahwa AFTA yang mulai berlaku pada tahun 2003 

dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas 

terhadap usaha mikro dan kecil untuk bersaing dalam 

perdagangan bebas. UKM dituntut untuk melakukan 

proses produksi dengan produktif dan efisien serta 

dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan 

frekuensi pasar global dengan standar kualitas. 

Dapat disimpulkan bahwa masalah inti dan terbesar 

yang dihadapi UKM dalam rangka mengembangkan 

usahanya adalah keterbatasan modal yang disebabkan 

sulitnya memperoleh pembiayaan kepada lembaga 
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keuangan formal atau perbankan. Bank syariah sebagai 

lembaga keuangan dapat berperan sebagai mitra kerja 

sektor UMKM melalui penyaluran pembiayaannya. 

C. Pembiayaan Bank Syariah 

1. Teori Pembiayaan 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan 

sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.
13

 Dalam referensi lain dijelaskan bahwa 

pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.
14

 

Adapun definisi dari Bank Syariah Mandiri Cabang 

Sumberrejo Bojonegoro yakni :
15

 

1. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, 

transaksi sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa, 

                                                            
13 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2001), hal. 46 
14 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) 
AMP YKPN, 2005), Hal. 17 
15Mandiri Syariah, Manual Produk Pembiayaan Mikro, 2016 
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transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

ujrah, tanpa imbalan, marhin, atau bagi hasil. 

2. Pembiayaan produktif adalah fasilitas pembiayaan Bank 

kepada nasabah dengan peruntukan modal kerja atau 

investasi. 

3. Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan 

bank untuk membiayai modal kerja usaha yang habis 

dalam satu siklus usaha. 

4. Pembiayaan investasi adalah fasilitas pembiayaan bank 

untuk membiayai pembelian barang-barang modal 

maupun aset usaha nasabah. 

5. Pembiayaan multiguna adalah fasilitas pembiayaan bank 

untuk membiayai keperluan nasabah selain untuk tujuan 

modal kerja dan Investasi. 

6. Pembiayaan program pembiayaan program mikro adalah 

fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dengan fitur, 

tujuan, syarat dan ketentuan khusus yang berpedoman 
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pada nota kesepahaman dan/atau petunjuk teknis yang 

ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait. 

7. Nasabah adalah subyek hukum perorangan yang terdiri 

atas : 

a. Nasabah golongan berpenghasilan tetap (Golbertap) 

adalah nasabah dengan sumber pembayaran (source 

of repayment) berasal dan gaji/berpenghasil tetap 

yang diterima setiap bulan termasuk di dalamnya 

pegawai negerisipil (PNS), pegawai BUMN, pegawai 

BUMD, TNI/POLRI, pegawai perusahaan swasta 

yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik karyawan tetap, kontrak 

maupun outsource. 

b. Nasabah golongan berpenghasilan tidak tetap (Non-

Golbertap) adalah nasabah dengan sumber 

pembayaran (source of repayment) berasal dari usaha 

yang dikelolanya sendiri (wiraswasta dan 

profesional). 

8. Akad pembiayaan adalah kesepakatan tertulis antara bank 

dengan nasabah terkait penyediaan dana atau 

tagihan/piutang dalam suatu transaksi yang membuat hak 
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dan kewajiban masing-masing pihak sesuai prinsip 

syariah. 

9. Murabahah adalah akad atas transaksi jual beli barang 

sebesar harga perolehan barang ditambah marjin yang 

disepakati oleh para pihak, dimana penjual 

meginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada 

pembeli. 

10. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang 

dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk 

kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa 

untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang 

disewakan. 

Menurut Muhammad, terdapat beberapa fungsi dari 

pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada 

masyarakat, diantaranya yaitu untuk : 

a. Meningkatkan daya guna uang. Artinya, para penabung 

menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan 

dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu 

ditingkatkan kegiatannya oleh bank guna suatu usaha 

peningkatan produktifitas. 

b. Meningkatkan peredaran uang artinya pembiayaan yang 

disalurkan melalui rekening Koran pengusaha menciptakan 
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pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, 

bilyet giro dan wesel. 

c. Stabilitas ekonomi artinya dalam ekonomi yang kurang sehat 

langkah-langkah stabilisasi pada arus inflasi diarahkan pada 

usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, 

rentabilisasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

pokok rakyat. 

Menurut Syafi’i Antonio berdasarkan sifat 

penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yakni : 

a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu 

untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan 

maupun investasi. 

b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi 

menjadi dua hal berikut : 

a. Pembiayaan modal kerja 

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 1) 

peningkatan produksi baik secara kuantitatif , yaitu jumlah 

hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan 
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kualitas dan mutu hasil produksi 2)  untuk keperluan 

perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu 

barang. 

b. Pembiayaan investasi 

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah untuk 

keperluan investasi, yaitu keperluan tambahan modal guna 

mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian 

proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan ini adalah untuk 

pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan 

alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu 

menengah dan panjang. 

Secara prinsipnya pembiayaan bank syariah harus 

memenuhi dua aspek yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. 

Artinya, selain harus syariah, bank syariah harus tetap 

memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang dibiayai, 

agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. 

Dalam memberikan pembiayaan, suatu bank berusaha 

untuk memperkecil risiko melalui pengelolaan pembiayaan 

melakukan proses sebagai berikut.
16

 

a. Pengajuan berkas  

                                                            
16 Faisal Afiff, dkk, Strategi dan Operasional Bank (Bandung: PT Eresco, 1996), hal. 115 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46 
 

 
 

Yaitu tahap yang meliputi pemberian informasi 

tentang persyaratan, wawancara dan pengisian formulir-

formulir permohonan. Pengajuan permohonan 

pembiayaan dituangkan dalam bentuk proposal. 

b. Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan dokumen-dokumen 

yang di ajukan. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas 

yang diajuakan sudah lengkap sesuai persyaratan yang 

telah ditetapkan dan membuktikan kebenaran dan 

keaslian dari berkas-berkas yang dilampirkan. 

c. Penilaian kelayakan pembiayaan/analisis pembiayaan 

Langkah ini untuk menilai nasabah dari berbagai 

aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank 

apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan. 

Prinsip yang digunakan oleh bank dapat berupa 5C yaitu 

character, capacity, capital, condition of economy, 

collateral maupun 7P yaitu personality, party, prospect, 

purpose, paymen, profitability, dan protection. Aspek-

aspek yang harus diketahui oleh bank meliputi : 

1) Tujuan pembiayaan 

2) Latar belakang calon nasabah 

3) Kondisi usaha 
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4) Analisa keuangan calon nasabah 

5) Analisa jaminan yaitu analisa atas barang yang 

dijaminkan dalam pembiayaan 

6) Analisa risiko pembiayaan merupakan penjabaran 

mengenai kemungkinan jenis risiko yang dapat 

terjadi pada nasabah dan meneliti kemungkinan 

risiko tersebut berpengaruh pada pelunasan 

pembiayaan nasabah. 

d. Wawancara awal 

Wawancara awal merupakan penyidikan kepada 

calon nasabah yang berfungsi untuk meyakinkan bank 

bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai 

persyaratan bank. 

e. On The Spot 

Tahap ini berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan 

dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha 

atau jaminan. Kemudian hasil On The Spot dicocokkan 

dengan hasil wawancara. 

f. Keputusan pemberian pinjaman 
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Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan 

akan diberikan atau ditolak.
17

 Pada umumnya keputusan 

tersebut : 

1) Jumlah uang yang diterima 

2) Jangka waktu pembiayaan 

3) Biaya-biaya yang harus dibiayai 

4) Waktu pencairan dana 

Jika permohonan ditolak maka pihak bank akan 

melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah 

dan dikirim surat penolakan. 

g. Penandatangan Akad 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari 

diputuskannya pembiayaan, maka sebelum dana 

dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani 

akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan 

surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. 

Penandatanganan dilakukan : 

1) Antara bank dengan debitur secara langsung 

2) Dengan melalui notaris 

h. Realisasi Pembiayaan 

                                                            
17 Julius R. Latumamaerissa, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1999), hal. 43. 
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Realisasi pembiayaan diberikan setelah 

penandatanganan akad dan surat-surat-surat yang 

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan 

di bank yang bersangkutan jika nasabah tidak memiliki 

tabungan di bank. 

i. Penyaluran atau Penarikan dana 

Tahap ini adalah pencairan dan pengambilan dana 

dari rekening sebagai realisasi dari pemberian 

pembiayaan dan dapat di ambil sesuai dengan ketentuan 

dan tujuan pembiayaan. 

2. Jenis-jenis Pebiayaan berdasarkan Tujuan Penggunaan 

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan 

jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga 

dapat dikelompokkan bedasarkan sifat penarikan dan cara 

pelunasan. Secara lengkap jenis pembiayaan terdiri antara lain 

sebagaimana Gambar 6.1 berikut.
18

 

1. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan 

Berdasarkan tujuan pengguanaan, pembiayaan dapat 

dibedakan menjadi: 

a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah yang diperhunakan untuk membiayai 

                                                            
18 Fatkur Rohman, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 
2014), hal. 207 
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barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya 

untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah 

tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi. 

Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, 

berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari 

objek yang dibiayainya. 

Jenis pembiayaan yang termasuk daam jenis pembiayaan 

konsumtif, antara lain : 

1) Pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas 

pembiayaan untuk 

pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, 

rumah susun,  ruko, rukan,apartemen,dan lain-

lain, dengan jaminan berupa objek yang dibiayai. 

2) Pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan 

untuk pembelian kendaraaan bermotor roda dua 

atau kendaraan roda empat, dengan jaminan 

berupa kendaraan bermotor yang dibiayai 

tersebut. 

3) Pembiayaan multiguna,yaitu fasilitas pembiayaan 

untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, 

dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau 
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profesional, dan/atau tanah berikut bangunan 

tempat tinggal. 

4) Kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan 

tanpa agunan untuk keperluan kemudahan 

pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. 

Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang 

diberikan kepada perorangan pemegang kartu. 

Kartu pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah 

aplikasi permohonannya disetujui bank yang 

bersangkutan. 

b. Pembiayaan komersial,yaitu pembiayaan yang diberikan 

kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan 

untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. 

Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari 

hasil usaha yang dibiayai. 

Pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan 

komersial : 

1) Pembiayaan mikro, yaitu fasilitas pembiayaan 

yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha 

mikro. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 
 

 
 

2) Pembiayaan usaha kecil, yaitu fasilitas 

pembiayaan yang diberikan untuk membiayai 

kegiatan usaha kecil. 

3) Pembiayaan usaha menengah, yaitu fasilitas 

pembiayaan yang diberikan untuk membiayai 

kegiatan usaha menengah. 

4) Pembiayaan korporasi, yaitu fasilitas pembiayaan 

yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha 

perusahaan/korporasi. 

Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro,kecil, 

dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-

masing bank. 

2. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan 

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat kelompokkan 

menjadi : 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

digunakan untuk menambah modal kerja suatu 

perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk 

pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, 

dan modal kerja untuk operasional lainnya. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu fasilitas yang digunakan 

untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang 
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diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun 

ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka 

panjang atau menengah. 

c. Pembiayaan proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal 

kerja untuk proyek baru. 

3. Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan 

Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan dibedakan 

menjadi : 

a. Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan 

yang dilaksanakan satukali sebesar limit pembiayaan 

yang telah disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara 

tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro 

milik nasabah pembiayaan. 

b. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas 

pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai 

jadwal yang ditetapkan oleh bank, berdasarkan tingkat 

kemajuan/penyelesaian proyek maupun kebutuhan 

pembiayaan nasabah pembiayaan. 

c. Rekening koran (Revolving) atau penarikan sesuai 

kebutuhan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan 

pembiayaan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah 
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pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau 

dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik 

nasabah pembiayaan. 

4. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan 

Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan 

dibedakan menjadi: 

a. Pembiayaan bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank. 

b. Pembiayaan sindikasi, yaitu fasilitas yang diberikan oleh 

dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu 

proyek/usaha tertetu. Pembiayaan sindikasi diberikan 

dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, 

menggunakan dokumen yang sama, dan 

diadministrasikan oleh agen yang sama. Pembiayaan 

sindikasi umumnya merupakan pembiayaan dengan ciri 

tertentu, seperti : 

1) Jumlah pembiayaan biasanya meliputi jumlah 

yang besar. 

2) Jangka waktu pemberian biasanya menengah atau 

panjang. 

3) Tanggung jawab peserta sindikasi tidak bersifat 

tanggung renteng. Masing-masing peserta 
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sindikasi bertanggung jawab hanya untuk bagian 

jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya. 

4) Salah satu bank sindikasi di tunjuk sebagai agent 

(misalnya :facility agent dan/atau security agent) 

yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi. 

5. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu 

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan 

dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak 

lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya 

berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, 

industri, dan sektor lainnya. 

b. Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan 

dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari 

satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh 

pembiayaaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan 

modal kerja untuk konstruksi. 

c. Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan 

dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih 

dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang 
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adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, 

jalan tol, bandara besar, dan lain-lain. 

6. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan 

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Pembiayaan langsung, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

langsung digunakan oleh nasabah, dan secara efektif 

merupakan utang nasabah kepada bank. 

b. Pembiayaan tidaklangsung, yaitu fasilitas pembiayaan 

yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum 

secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. 

Generasi Bank dan LC (Letter of Credit) merupakan 

contoh pembiayaan tidak langsung. 

7. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan 

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasannya 

dikelompokkan menjadi : 

a. Pembiayaan dengan angsuran, yaitu fasilitas pembiayaan 

yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya 

dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang 

ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. 

b. Pembiayaan dibayarkan sekaliguspada saat jatuh tempo, 

yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali 
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pokok pembiayaannya tidak diatur secara bertahap 

melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada 

tanggal jatuh tempo sebagaimana ditetapkan didalam 

perjanjian pembiayaan. 

8. Jenis pembiayaan berdasarkan valuta 

Jenis pembiayaan berdasarkan valuta, yaitu pembiayaan 

dengan valita rupiah, serta pembiayaan dalam valuta mata 

uang lainnya, seperti US Dollar, Yen, dan lain-lain. Fasilitas 

pembiayaan dalam mata uang Rupiah atas valas diberikan 

sesuai dengan keperluan usaha nasabah. Contoh pembiayaan 

valas adalah pembiayaan dalam valuta US Dollar untuk 

nasabah ekspor-impor. 

9. Jenis pembiayaan berdasarkan lokasi bank 

Jenis pembiayaan berdasarkan lokasi bank dikelompokkan 

menjadi : 

a. pembiayaan Onshore, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk 

valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di 

dalam negeri. 

b. Pembiayaan Offshore, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk 
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valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang bank di 

luar negeri. 

10. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad 

pembiayaan 

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan 

perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu 

kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah 

yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. 

Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad 

dikelompokkan menjadi : 

a. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli, 

yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian 

atau akad jual bli antara bank dan nasabah. Pembiayaan 

dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, 

istishna, dan salam. 

b. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman 

modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan 

perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada 

nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 

bersama. Pembiayaan dengan akan ini meliputi 

pembiayaan mudharabah dan musyarokah. 
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c. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa 

menyewa dan sewa-beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

berladaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau 

sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan 

dengan akad ini meliputi pembiayaan ijarah (sewa-

menyewa) dan ijarah muntahiya bittamlik (sewa-beli). 

d. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-

meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan 

perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank 

dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut 

qard.  

D. Analisis Kelayakan pembiayaan 

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan 

pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada 

pihaklain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari 

nasabah pembiayaan. 

Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau 

bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami 

prinsip-prinsip pemberian pembiayaan mengacu pada prinsip 5C 

yakni :
19

 

 

                                                            
19Fatkur Rohman, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 
2014), hal. 203 
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a. Character 

Character merupakan penilaian karakter calon nasabah 

pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah 

pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan 

menyulitkan bank dikemudianhari.  

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui : 

1) Bank Checking, melalui sistem informasi debitur 

(SID) pada bank indonesia (BI). SID menyediakan 

informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara 

lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, 

nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, 

kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang 

terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut. 

2) Trade Checking, pada supplier dan pelanggan 

nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah 

dilingkungan mitra bisnisnya. 

3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah 

pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon 

nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku 

usaha dalam asosiasi. 

b. Capacity 
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Capacityadalah penilaian kemampuancalon nasabah 

pembiayaan dalam bidang usahanya dan/ atau kemampuan 

manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa 

usaha yang akan diberikan pembiayaan terseut dikelola oleh 

orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan 

dalam menilai capacity nasabah, antara lain : 

1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah 

dimasa lalu (past performance), 

2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan 

keuangan calon nasabah pembiayaan, 

3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis 

person yang berwenang mewakili calon nasabah 

pembiayaan dalam melakukan penandatanganan 

perjanjian pembiayaan dengan bank, 

4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan 

nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen 

dalam memimpin perusahan, 

5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon 

nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti 

tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, 

administrasi, keuangan, dan lain-lain. 

c. Capital 
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Capital merupakan penilaian atas posisi keuangan calon 

nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, 

baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan 

datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek 

atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan. 

Capital juga harus dianalisis dari sumber mana saja modal 

yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang 

digunakan untuk membiayai usaha yang akan di jalankan, 

berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. 

d. Condition of economy 

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar 

negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan 

untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha 

nasabah pembiayaan yang dibiayai.  

Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis 

condition of economy, antara lain : 

1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah. 

2) Kondisi makro dan mikro ekonomi. 

3) Situasi poliyik dan keamanan. 

4) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran. 

e. Collateral 
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Collateral merupakan penilaian atas agunan yang dimiliki 

calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui 

kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian 

pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah 

pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi 

pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal 

keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban. 

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula 

dilakukan dengan analisa 7P kredit dengan unsure penilaian 

sebagai berikut: 

a. Personality 

Yakni menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 

tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa 

lalu.  

Penilaian personality juga mencakup sikap, tingkah laku 

dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah 

dan menyelesaikannya. 

b. Party 

Party merupakan mengklasifikasikan ke dalam klasifikasi 

tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan 

modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang 
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digolongkan ke dalam golongan tertentu akan 

mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. 

 

c. Purpose 

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam 

mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang 

di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan 

dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan misalnya 

untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan 

lain-lain. 

d. Prospect 

Prospect yaitu untuk menilai usaha calon nasabah di 

masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal 

ini penting mengingat jika suatu fasilitas yang dibiayai 

tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi 

tetapi juga nasabah. 

e. Payment 

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah 

dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil 

atau dari sumber mana saja untuk pengembalian 

pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan 

nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika salah 
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satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha 

lainnya. 

f. Profitability 

Profitability digunakan untuk menganalisis bagaimana 

kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability 

diukur dari period eke periode, apakah akan tetap sama 

atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan 

pembiayaan yang akan diperolehnya. 

g. Protection 

Tujuannya profitability adalah bagaimana menjaga 

pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan 

mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga 

pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. 

Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa 

jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. 

Dari semua prinsip-prinsip di atas ada hal yang sangat 

penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam 

memberikan pembiayaan yaitu bisnis dan usaha yang 

dibiayai, tidak terlepas dari kriteria syariah. Batasan 

dalam hal pembiayaan tersebut yang menjadi pembeda 

antara analisis pembiayaan pada bank syariah dan bank 

konvensional. 
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Pada bank syariah juga perlu mempertimbangkan konsep 

sifat amanah, kejujuran dan kepercayaan dari nasabah 

yang akan memperoleh pembiayaan. 

E. Strategi Bank Syariah Dalam Menganalisis Pembiayaan Mikro 

Mengamati realita bahwa UMKM khususnya usaha mikro 

memiliki kontribusi besar dalam pengembangan sector riil, maka 

baik bank konvensional maupun bank syariah, masing-masing 

berusaha untuk menguasai pangsa pasar tersebut. Maka diperlukan 

langkah dan strategi bank syariah untuk lebih berperan aktif dalam 

menggiatkan pembiayaan khususnya sektor mikro agar memperoleh 

keunggulan kompetitif (competitive advantage).
20

 Sejalan dengan 

visi pengembangan perbankan syariah yang tercantum dalam 

blueprint direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yaitu 

terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan 

memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil 

secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share 

based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong 

menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan 

masyarakat maka poin inti yang tercantum pada blue print tersebut 

                                                            
20 Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif , (Jakarta: Gelora 
Aksara Pertama, 2005), hal. 31 
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menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah berlandaskan 

system bagi hasil tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian.
21

 

Secara konseptual dalam pemberian pembiayaan bank syariah 

memiliki konsep yang serupa dengan bank konvensional, tetapi jika 

ditinjau perbedaannya terletak pada penekanan pada aspeknya yang 

lebih memprioritaskan pada aspek karakter dan aspek syariah. 

Bank syariah memposisikan nasabah sebagai mitra sedangkan 

pada bank konvensional hubungan yang terjalin bersifat kreditur dan 

debitur. Prinsip keadilan tercermin pada prinsip bagi hasil sehingga 

nasabah dan pihak bank memberikan kontribusi terhadap usaha yang 

dijalankan. 

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa 

usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki nature yang berbeda 

dimana sektor ini menghadapi kendala dalam masalah permodalan 

dan prosedur bank yang mewajibkan adanya jaminan, maka hal ini 

yang dapat menjadi peluang bagi bank syariah dengan menerapkan 

strategi tersebut : 

1. Kemudahan dan fleksibilitas dalam prosedur pembiayaan dengan 

mengutamakan aspek karakter. 

                                                            
21 Rizqullah, “Pembenahan Manajemen Perbankan Syariah Menyongsong Industri  
Perbankan 2010”, Makalah di sampaikan pada seminar bulanan MES, 21 Februari 2010, 
hal. 4 
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2. Analisis dengan berdasarkan prinsip syariah sehingga bisnis dan 

proyek yang di biayai sesuai dengan koridor syariah. 

3. Adanya sistem pendekatan jemput bola yaitu para staff 

pembiayaan terjun langsung ke tempat usaha untuk mengambil 

pembayaran angsuran sehingga memudahkan nasabah dan lebih 

efisien dalam hal waktu dan biaya. 

4. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis pembiayaan 

untuk mencegah pembiayaan bermasalah. 

5. Sikap indepedensi dan transparansi dalam melakukan analisis 

sehingga terbebas dari kepentingan pribadi. 

6. Mengembangkan produk yang berbasis bagi hasil yang 

berparadigma kemitraan sangat tepat untuk pemberdayaan 

UMKM. 

7. Pengelolaan bisnis berdasarkan moral dan transaksi sesuai 

dengan prinsip syariah. 

8. Memberi prioritas yang utama untuk melayani sektor UMKM 

dengan dieksekusi langsung oleh kantor cabang syariah atau 

melakukan chanelling atau joint pembiayaan dengan BPRS dan 

BMT melalui linkage program. 

9. Pengembangan skema atau model investasi syariah untuk 

UMKM. 
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10. Perbankan syariah bekerjasama dengan Kementrian koperasi, 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta BUMN dan 

departemen terkait dalam memberdayakan UMKM untuk 

meningkatkan kemampuan manajerial. 

11. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga 

sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan manajemen 

UMKM dalam bentuk pembinaan-pembinaan nasabah. 

Oleh karena itu bank syariah seharusnya menerapkan strategi 

tersebut secara komprehensif agar tercapai target dan 

peningkatan pangsa pasar. Selain itu dengan 

mengimplementasikan strategi tersebut maka perbankan syariah 

dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. 


